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TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

Menimbang a Babwa untuk membangun kepercayaan masyarakal terhadap Badan Peradilan maks pariu
difakukan upeya unfuk meningkaten kualias terhadap kualitas pelayanan pubk Sesum
dengan amanal daisem Undang-Undang Dasar 1045, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008
fertang Pelayanan Publik dan berbagad paraberan terkait Isinnya

b Bahwa berdasarkan Undang-Lindang Momor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maks
mwmmmmwmmmmmnﬂmﬁnm
polayanan publik,

& Bahws pelayanan Pengadilan adsish kegiatan dalam m@ngks pamenuban Kebuluhan
mmmmwmmmwmm

dan Badan-Badan Peradilan dibawahnya Berdasarkan Pefaturan Perundang.
l.alr-:unq:n 8N Pring-prnsip pedyanan publix

d Bahwa untuk menatankan fungsi Wrssbut dengan sobaik-taiknya maka Pengadilan Magan
Lubuklinggau periu menyusun siandar pelayanan publik yang dapal dijadikan acuan untuk
menyslanggaran dan membarkan pelyanan publi bagl pencan Kesdian dan masyarakat,

€& Sesua dengan pertimbangan datam huruf &, b, ¢ d maka periu ditatapkan standar pelayanan
Peradilan pada Pengaditan Meger Lubukinggau _

1 Undang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 Tentang Katerbukaan Informasi Publik;

2  Undang-Undang Momaor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;

3  Undang-Undang Momor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik;

4  Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan KeHakiman

5  Pedoman Pelskzanaan Tugas dan Administars pada Mahkamah Agung BRI (Buku 01

8 Surs! Fepulusan Ketss Mahkamah Agung Momor 1-184 Tahun 20171 Tentang Pedoman
Petavanan Informasi di Pengadilan,

7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomaor O7B/MMA/SKNU2009 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penanganan Pengaduan pada Badan Persditan,

B Kepudusan Hetua Mahksmah Agung Rl Nomor D26/EMAISEARZDTZ Teniang Standar

Pelayanan Pengadilan,
MEMUTUSKAN

Menstapkan - KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGER! BANTUL TENTANG STANDAR PELAYANANM
PERADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

KESATL Menerapkan Standal Pelayanan Peradilan pada Pengedian Negerl Banhdl sebagsimana diatuf
datarm Lampiran Sural Mepiubesan inl, sebagal dasar bag Pengadilan Megen Bantil dalam
membarikan Pelayanan kepada publik dan mangatur lebih lanjul detsd pelaksansan pelayanan
yang dileksanakan pada Pengadilan Neger Bamdul |

KEDUA Memesmiahkan kepada sebap bagian Kepanterasn Pengadilan Negen Bantul uniuk menyusun
Standar Pelayanan sesud dengan jenis pelayanan yang diberkan oleh masing-masing bagan
Kegpenideraan Pengadilan Megen Bantul,
KETIGA Katentuan mengenal Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadian Neger Banlul disebut dalam
lapiran Sural Keputusan inl,
KEEMPAT Halk-hal yang betum datur dalam lamperan surat kepulusan ini akan ditetapkan lebih Enput,
KELINA Kepuiusan im mules berlaku berdaku se@ak tanggal dietapkan dengan katentuan babtwa apabila
dikemudian har lerdapal kekéhruan akan dindkan perbaikan separiunya
Ditetapkan i~ Bantul
Pada . 28 Jul 2021
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS 1B

TENTANG
STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN NEGER| BANTLUL

MNomor | W13.U% 68/ SK/OT.00 M2021
TANGGAL - 28 JULI 2021
KETENTUAN UMUM

A, Tujuan

1 Meningkatkan kualtas pelayanan Pengadilan bagl pencan keadilan dan masyarakal
2 Meningkatkan kepercayaan masyarakal kepada lembaga peradilan

B. Maksud

4 Sebagal bagan dan komimen Pengadilan kepada masyarakat uniuk membenkan
pelayanan yang berkualitas.

5. Sebagal pedoman bagi masyarakat dalam menilad kualitas pelayanan Pengadilan

6. Sebagai tolok ukur bagl Pengadilan Negeri Bantul dalam penyelenggaraan pslayanan

Eulnq Lingkup
Pelayanan Pengadilan yang diatur di dalam Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah pelayanan
Pengaditan pada Pengaditan Neger Bantul
2 Standar Pelayanan Pengadilan ini adalah standar pefayanan yang berada di Pengadilan Negeri
Bariful
3 Standar Pedayanan yang disusun pada masing-masing Kepaniteraan Pengadilan Neger Bantul
memial.
& Dasar hukum,
b. Sitem Mekanisme dan Prosedur
c. Jangka Waktu
d Biaya atau tarif
e Produk Pelayanan
{. Sarana Prasarana
g Kompetensi Pelaksana
4 Secara umum Pengadilan menyediakan pelayanan sebagal benkut:
a4 Pelayanan Administrasi Persidangan
b. Pelayanan Banluan Hukum
¢. Peldayanan Pengatuan
d Pelayanan Permohoanan Informasi

’ﬁmnuthn
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pamenuhan kebutuhan
dasar sesua dengan hak-hak sipdl seliap warga négara dan penduduk atas suatu barang dan jasa
alau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh panyelanggara palayanan pubilii

2 Standar pelayanan publik adalah suatu folok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelénggaraan palayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan ssbagal komitmen atau janji
dan penyelenggara palayanan kepada masyarakat untuk membenkan pelayanan yang berkuaiitas

3 Pelayanan Pengadilan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan bagi masyarakal, khususnya pencan keadilan, yang disediakan oleh
Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya berdasarkan peraturan-perundang-
undangan dan prinsip-prinsip pelayanan publik

4 Penyelenggara pelayanan Pengadilan yang selanjuinya disebul penyelenggara adalah selap
satuan kerja yang melakukan kegiatan pelayanan Pengaditan

5 Pelaksana pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebul Pelaksana adalah pajabal Pegawsai,
peiugas, den sehep orang yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkasan tindakan
petayanan Pengaditan

6. Masyarakat adalah seluruh pihak, bask warga negara maupun penduduk Sebagal orang
persegrangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat
pelayanan Pengadilan, baik secara langsung maupun lidak langsung

7. Hari adalah han kerja kecuali disebutkan lain dalam ketentuan i

STANDAR PELAYANAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

A. Pelayanan Persidangan

1

Sidang Pengadilan Negeri Bantul dimulal pada jam 9 00. Dalam hal sidang lerfunda pelaksanaannya,
maka Pengadian akan membenkan mformasi mengenal alasan penundaan kepada para pancar
kKeadslan maupun masyarakat umum.

2 Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cars pemanggilan para pihak cdeh Petugas Pengadilan

yaitu penjaga sidang mwhummmummmmmW
antrian, sfay pemanggilan para pihak oleh Pelugas Pengadiian Negeri Baniul terbag) menjadi dua sés



yaitu sesi pagi dari jam 8 00-12 00 dan sesi siang dari jam 13.00-17 00. Pemeriksaan parkara dilakukan
berdasarkan sislem antrian

3. Pengadilan mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakal pada papan pengumuman, situs resmi
Pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat masyarakat

4. Pengadilan menyediakan juru bahasa atau penerjemah uniuk membaniu perncan keadiian yang tidak
memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus untuk mengkutl @lannya persidangan
Untuk mendapatkan layanan tersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang
ditujukan kepada Kelua Majelis Hakim sebelum han sidang dimulai. stau dapal mengajukannya secara
lisan di hadapan Majels Hakim.

5. Pengadilan Negeri Bantul memutus dan melakukan pemberkasan (minulasi) perkara pada dalam
jangka wakiu maksimal B (enam) butan terhitung sejak perkara didaftarkan

6 Pencari keadian dan masyarakal berhak memperoleh informasi dan Pengadilan mengenal
perkembangan terakhir darl permohonan atau perkaranya melale meja informasi. sitlus Pengadilan
atau media informasi lainnya,

B. Ehr- Perkara
Masyarakat hdak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan Pengaditan pada perkara pidana

I. Besamya panjar bisya perkara pada tiap-tiap Pengadilan ditetapkan melalui Sural Kepulusan oleh
Ketua Pengadilan Lubuklinggau dan dumumkan kepaca masyarakal melalul papan pengumuman
media informas: dan situs Pengadilan Neger Bantul

3 Masyarakal dikenakan biaya unfuk proses perkara perdata, Besamya panjar biaya perkara
ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) Pihak pemohon atau Penggugal
tidak akan diminta uniuk membayar apapun yang tidak terera dalam SKLM

4 Panar biaya perkara perdats, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan
jauh dekatnys farak tempuh ketempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang
diperfanggungjawabkan dalam putusan

5. Pembayaran biaya perkara melalui bank yang ditunjuk yaitu PT BTN Cab Bantul

6§ Pengadilan Negeri Bantul akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang lelah
dibayarkan tetah tidak mencukupi

T Pengadilan Megeri Bantul memberitahu dan mengembabkan kelebihan biaya perkara yang tidak
terpakai dalam prosss berperkara Bilamana biaya tersebut tdak daminl dalam waktu & (enam)
bulan selefah pihak yang bersangkutan diberiiahu maka uang tersebul akan disetorkan ke Kas
Megara dan tidak dapal diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 42008)

8 Pengadilan menstapkan baaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang terdin dan
biaya pencaisian pemyataan banding, biaya pemberitahuan berkas perkara biaya banding yang
ditetapkan cleh Ketua Pengadilan Tinggl, biaya penginman uang melalui bank/kantor pos, ongkos
kirim berkas dan blaya pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

S Penyelenggara Layanan Pengaditan akan menelapkan blaya pendaftaran upaya hukum kasasi
ditentukan datam SKUM, yang terdin dan biaya pencatatan pernyataan kasasi, biaya kasasi yvang
ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya penginman uang melakul bank ke rekening MA, onghos
kirim berkas dan biaya pembertahuan kepada para pihak

10 Pengadilan Negen Bantul akan menetapkan biaya pendaflaran upaya hukum peninjauan kembal
ditentukan dalam SKUM, vang terdiri dan biaya peninjauan kemball vang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung. biaya pengiriman uang medalui bank, onghas kifm berkas, blaya pembentahuan

C. Pelayanan Bantuan Hukum ( PERMA No. 1 thn. 2014 Tentang Pedoman Pemberian layanan
Hukum bagi orang yang tidak mampu } di Pengadilan Negeri Bantul

1 Masyarakal dapal! menggunakan i@yanan bantuan hukum yang teérsedia pada setiap kantor
Pengadilan Negeri Bantul
2 Leyanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengaditan Negen Bantul terdin dan
1. Layanan pembebasan biaya perkara
2 Penyediaan Fos Bakum
3. Penyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mudah diskses oleh pihak-pihak yang tidak
mampa
4 Pengadilan Negeri Bantul menyediakan Advokat Piket (bekerasama dengan lembaga penyedia
bantuan hukum) yang berfugas pada Posbakum dan memberikan Eyanan hukum sebagai berkut
a Banfuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum
€ Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik datam perkara pidana maupun perkara
percdala,
d  Rujukan kRepada Ketua Pengadilan Negen Banful unfuk pembebasan pembayaran baya perkars
sesuai syaral yang beraku,
& Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negen Bantul untuk mendapat bantuan jasa advokal sesual
syarat yang beriaku .
5 Pengadilan memberkan layanan pembebasan biaya perkara (prodea) kepada pihak-pihak yang tidak
mampu dengan mangaiukan permohonan kepads Ketus Pengadilan Bandul atau kepada Ketua
Mageis Hakim.



6. Penggugat berhak mendapatkan semia jams pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan
pemenksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara kain: blaya pemanggiian, biaya
pemberitabuan @ putusan, baaya saksi'sakst ahli, biaya materal, eaya alat twlis kantor, biaya
penggandaanfolokopd, biaya pemberkasan dan biaya penginman berkas

7. Bag masyarakal yang tidak mampu dapat mengajukan sural permohonan berperkara secara prodeo
{cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Bantul dengan
melampirkan

a. Surat Keterangan Tedak Mampu (SKTM) dan Lurah/Kepala Desa selempat, atau

b, Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya sepertt Karlu Keluarga Miskin atau Kartu Jaminan
Kesehatan Masyarakat {Jamkesmas) alay Kartu Program Kaluarga Harapan (PEH) atau Kartu
Bantuan Langsung Tuna: (BLT)

€. Surat permyataan tidak mampu membayar [as3 advokat yang & buat dan di tandatangani oleh
pemohon layanan pos bakum Pengadilan dan di sefujui oleh petugas pos bakum Pengadilan
Meger Bantul

8 Jika pemohon prodeo tidak dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara secara prodeo
dapat diajukan secara ksan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

% Prosedur pesmohonan pembebasan biaya perkara oleh Pemohon / Penggugat:

a. Petugas Meja | setelah meneliti kelengkapan Derkas permohonan pembebasan biaya perkara,
dicatat dalam buku register permohonan pembebasan waya perkara, diajukan kepada Ketua
Pengadilan Neger Bantul melalui Panitera setelah memenksa kelengkapan persyaratan
pembebasan biaya perkara,

b Kelua Pengadilan Neger Bantul melakukan pemerksaan berkas permohonan pembebasan
biaya perkara berdasarkan periimbangan Panitera sebagaiman dimaksud pada ayatl (1) dan
mengeluarkan sural penetapan pelayanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan
dikabulkan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera
dan pamahon,

c Apabila pada hari yang bersangkulan, Ketua Pengadilan Negeri Bantul fidak berada ditempat,
maka surat penatapan tersebul dapat dikeluarkan oleh Wakil Ketua atau Hakim yang ditunjuk,

10 Pengadilan menyediakan anggaran unfuk biaya perkara prodeo dengan memperhatikan anggaran
yang lersecka. Ketersediaan anggaran tersebul diumumkan kepada masyarakal secara berkais
meatalui papan pangumuman Pengadilan atau media lain yang mudah duakses

D. P-I.win:n Pengaduan Pada Pengadilan Neger Bantul
Dasar Hukum,
a. SK KMA Nomor O0TE/KMASKA2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan
di Lingkungan Lembaga Peradilan,
b SK KMA Nomor O0S0MMASKANNNZO0E tentsng Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di
Lingkungan Lembaga Peraddan
¢ Surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Ri tanggal 28 Juli 2015 Nomor
201/BPOLGAOT2015 tertang Pengaduan
2. Menysdiakan meja pengaduan untuk menanma pengaduan dan masyarakat atau
pencari keadilan ientang mengenal penyelenggaraan peradian larmasuk pelayanan publik dan atau
peritaku aparat Pengadilan. Meja pengaduan fidak menarima pengaduan yang terkait dengan isi dan
putusan atau tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang terjad
lebih dan 2 (dua) tahun sebelum pengaduan dierima Khusus untuk pengaduan fenfang pelayanan
Pengadilan harus disampaikan selambat-iambainya 20 (tiga puluh) han sejak pengadu menenma
|syanan Pengadian
3. Masyarakat dapal menyampaikan Pengaduan melaiui maeja pengaduan atau matalul
Pos dengan mengisi formulir pangaduan secara terulis dan melampirkan bukt-bukti
yang diperukan -~
4 Petugas meja pengaduan akan memberkan tanda tenma yang bensi nomor pengaduan yang dapat
digunakan oleh pelapor unfuk mendapatkan informasi mengenail status pengaduannys. Dalam ha!
pengaduan diakukan melalul pos, maka pefugas pengadusn membeniahukan pelapor perihal
pengaduan telah diterima dengan memberikan nomor agenda
5 Menyampaikan informasi mengenal status pengaduan kepada pelapor calam wakiu
selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kera sejak pengaduan dsampaikan, selenjuinya psiapor
berhak mendapatkan informasi mengenal perkembangan status pengaduannya. Dalam hal,
pengaduan dilakukan melalui pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) har kerja berlaku sejak tanggal
pamberiahian telah dierimanya surat pengaduan oleh Badan Pengawasan atau Pangadilan Tingkat

&8 m:nku dan membentahukan status pengaduan kepada pelapor sefambat-iambatnya dalam
waktu 90 (sembilan puluh) han kera sejak pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan
Pengawasan atau Pengaddan Tingkat Banding Dalam hal pemenksaan belum seiesai dilakukan
daiam jangka wakiu tersebul maka Pengadilan wajib memberitahukan alasan pénundaan ersebul
kepada pelapor melalu sural

E. Pelayanan Informasi
1 Dasar Hukum
a LUndang-Undang Nomar 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informass Publik



o [

b. SK KMA Nomor 144/KMASKANR00T tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

o SK KMA Nomor 1-144/KMA/SKN2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi  Pengadilan.
Pangaditan Negen Lubuklinggau menyediakan informasi antara lain mengenai:

a Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapal  bantuan
hukum, hak alas periara cuma-cuma, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan,

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai,

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai,

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan;

Informasi iain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi  publik.
Pengadilan Negeri Lubuklinggau menyadiakan akses informasi ferhadap putusan secara onfine
atau melalu situs Pengadilan, dengan melakukan proses pengaburan terhadap wdentitas pihak-
pihak yang tercantum dalam pulusan

Masyaraka! dapat mengajukan permohonan informasi metalw petugas pada Meja Informasi
Pengadilan Negeri Bantul memberikan jawaban dapat ditindakianjuli atau tidaknya  Permohonan
irformasi setambat lambatnya & (enam) han keqa

Pengaditan Negeri Bantul memberikan informasi yang diminta selambat-lambatnya dalam jangka
wakiu 13 (bga bedas) han kerja sejak permohonan informas) dimohonkan

Fengadilan Neger Bantul dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses Pengaburan
informasi atau informasi yang diperiukan sull dilemukan atau memiliki volume besar sehingga
memeriukan waktu untuk menggandakannya

-

8 Pemochon dapal mengajukan keberatan jka Pengadilan menclak permohonan informasi yang

diajukan, paling lambat 5 (lima) han melals meja irfomeas)
Pengadilan akan memungut biaya penyalinan informasi dengan biaya yang wajar sesuai dengan
standar wilayah setempal dan kdak memungul biaya lainnya

. STANDAR PELAYAMNAN PADA PEMGADILAN NEGERI BANTUL
A, Dasar Hukum

|

O Oh A 3R s

HIR/R

l.lndwgn-l,}niang Momar 8 Tahun 1881 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomar 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan KeHakiman

Uindang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Peradilan Umum

SKMA Momor KMADIZSKIV/Z006 tentang Pemberiakuan Buku || Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Adminssirasi Pengadilan

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMASSKI2009 tentang Jangka Wakiu
Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesi.

a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk terfulis kepada Ketua  Pengadiian
Negen Bantul

b. Petugas Meja | pada Pengadilan wajib memberikan buklti register dan nomor urut selsiah
pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarmya sudah ditentukan  dalam SK Ketua
Pengadilan Barul dan dibuatkan SKUM

¢. Khusus untuk permohonan pengangkataniadopsi anak, masyarakat dapl mengajukan Surat
Permohonan kepada Keiua Pengadilan Negen Bantul yang dasrah hukumrnya melput
termpat tingoal anak yang hendak diangkal.

d Pemohon yang lidak dapal membaca dan menulis dapat mendatang) Advokat Piket  pada Pos
Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan selempal yang akan membaniu Pemohon untuk
menyusun sural permahonannya.

e. Pengadilan akan mengiimkan panggdan siklang kepada Pemohon dan para pihak
selambat-lambatnya 3 (tiga) han sebelum sidang pertama

i Pengadilan wajio menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (safu) bulan
terhitung sejak sidang pertama Bagi permohonan yang yang sifatnya  sederhana (lidak ada
tarmohon) disalasaikan dalam waktu setambatitambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertarma
(kecual ditentukan lain dengan (undang-undang|

g. Pengadilan wapb meambenkan penjelasan persoalan apa saa yang dapal didjukan
permohonan

b Sualu penstapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi

2. Pelayanan Gugatan

a Masyarakat dapal mengajukan gugatan ke Pengadidan melalui potugas Meja Pertama dergan
menyerahkan surat gugatan , minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengan lergugat kebih
dari satu, maka surat gugatan diberikan sesua: jJumiah Tergugat berikut Softcopynya.

b Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan saknan lunak (soffcopy) surat gugatan  kepada
pelaksana layanan Pengadilan

¢ Penggugal membayar biaya panjar berdasarkan Sural Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan
potugas Meja Pertama yang berisi informasi mangenai rincian panjar biaya perikara yang ha



dibayar PFenggugat melakukan pembayaran panar melalui bank yang diftunjuk oleh
Pengadilan

d Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukdi pembayaran kepada Petugas Meja Pertama
untuk didsftarkan dan menenma tanda lunas besarta Surat Gugatan yang sudah dibubuhi cap
tanda pendaftaran dan pelugas pada han yang sama atau selambat- lambatnya 2 (dua) han
kena

e Pengadilan dapal maminta penambahan biaya perkara datam hal panjar yang tefah dibayarkan
tdak mencukupl. Penggugat dapal melakukan pembayaran Penambahan panjar biaya perkara
dilakukan melalul bank yang ditunjuk cleh Pengadilan Negeri Bantul

f Pengadilan wajib menetapkan han sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) har keria sajak parkara
diterima oleh majelis Hakim.

g Pengadilan wajib menyelenggarakan pemenksaan perkara (gugatan, jawaban, replik. duplik,
pembuktian, kesimpulan, pulusan, minutasi) diselesaikan dalam jangka waktu sefambal-
lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkan.

h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang han pertama dan Pengadilan
salambat-lambatnya 3 (liga) han sebelum sidang pertama Penentuan hari sidang partama
sejak perkara diregisier ditentukan berdasarkan jumiah lergugal dan domusili tergugat dan
Pengadilan

i Hakim wajib meiakukan mediasi sebelum memernksa perkara | Perma No 1 Tahun 2016)

| Penggugat dapat mengajukan permahonan mediasi setiap saal selama proses persidangan

k. Pengadidan menyediakan salinan putusan Pengadian kepada para pihak, paling lama 14
(empal belas han) setelah putusan dibacakan di muks perssdangan Bagl para pihak yang tidak
hadir pada sidang pembacaan pulusan. Pengaddan wajib memberitahukan paling lama 3 (tiga
han) setelah putusan dibacakan dimuka persidangan
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Dasar Hukum:
PERMA Momor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok,
b, Masyarakal dapal mengajukan gugatan melaful mekanisme gugatan perwakian kelompok
l,:‘:fa.u-.s Action). Gugatan perwakilan kelompok diajukan dalam hai,
Jumiah anggota kefompok semakin banyak sehingga tidak efektd dan efisien apabila
gugalan dilakukan secara sendin-sendiri alau secara bersama-sama datam satu gugatan,

- Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang
bersifal sublansial, sera lerdapal kesamaan jents tuntlan di antara wakil kelompok
dengan anggata kelompoknya.

- Wakil ketompok memdiki kejujuran dan kesungguhan umuk melindung kepentingan
anggata kelompok yang diwakiimya,

- Organisasl kemasyarakatan’ Lembaga Swadaya Masyarakat dapal mengajukan Gugatan
untuk kepentingan masyarakat Antara laen dalam perkara lingkungan dan parlindungan
konsumen

- Organisasi kemasyarakatan’ Lembaga Swadaya Masyarakal yang mengaiukan gugatan
untuk kepentingan umum harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-
undang yang bersangkutan antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 18987 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. B Tahun 1589 Pasal 1 angka 10
jo. Pasal 2 ayat (I} Peraturan Pemerintah Mo 59 Tahun 2001 fentang Lembaga
Ferlindungan Konsumen

C. Sural gugatan kelompok mengacu pada persyaralan-persyaratan yang diatur Acara Perdata

‘n'ﬂﬂﬂ berlaku, dan harus memuat.
identitas engkap dan jelas dan perwakilan kelompok

- dentitas kelompok secara ninci tanpa menyebulkan nama anggola

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, fanpa menyebutkan nama anggota kelompaok
satu parsatu

= dentitas keiompok yang diperiukan dalam kailan dengan kewajiban melakukan
pembardabhuan,

4. Pelayanan Mediasi
a Dasar Hukum,
PERMA No. 1 Tahun 2018 tentang Mediasi di Pengadilan

b hhmuaiﬂmﬁrmw:
Pengadilan mamberikan layanan mediasi bag para pihak dalam persidangan dan tdak
dipungul biaya.
Para pinhak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang disediakan aleh
Pengadilan, yang memual sekurang-kurangnya 5 (lima) nema mediator dan disertal dengan
latar belakang pendidikan atau pengalaman para mediator
Para pihak dapat memsih i yang bukan Hakim Dalam hal demikian maka biays
mediator menad beban para p



Jika para pihak gagal memikh mediator, ketua majeks Hakim akan segera menunjuk Hakim
ibukan pemerksa pokok perkara) yang berserifikat pada Pengadilan yang sama unfuk
menjalankan fungs: mediator

Pangadidan menyediakan ruangan khusus medsasi yang bersdat teriulup dengan hidak
dipungul biaya.

¢. Medigsi di Luar Persidanganidi Lusr Pengadifan) -

Masyarakal yang bersengkela dapal menyelesaikan sengketa mereka melalul medeator
berseriifikat di luar Pengadilan

Apabita telah \ercapail kesepakatan perdamaian maka dapal mengajukan Gugatan kepada
Pengadian yang berwenang uriuk memperoleh Akta Perdamaian

Pengaddan menerbitkan Akta Perdamaian sefeiah para pihak mendafiarkan gugatan mereka
di Pengadilan dengan melampirkan hasi kesepakatan mediasi dan sarfifikat mediator

5. Pelayanan Upaya Hukum

a
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Pelayanan Adminisirasi Banding
Penggugal atau tergugat dapal mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda
Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Megen dalam wakiu 14 (empat belas) han
kalender terhitung keesokan hannya sejak putusan diucapkan alau dibertahukan pada péhak
yang tidak hadir.
Femohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang difuangkan
dalam SKUM. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama mencatat dalam buku register dan
membenkan Akita Pemyataan Banding kepada pemohon banding aspabila panjar biaya
banding telah dibayar lunas
Pengadiian wajib menyampaikan parmohanan banding kepada pshak lerbanding dalam wakiu
T (tgun) han kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya meman banding
Pemohon banding dapal melakukan pencabutan permohonan banding dengan
mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negen Baniul yang ditanda tangam oleh
pembanding dengan menyertakan akla pencabulan banding yang ditandatangan oleh
Panstera,
Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka waktu 5 (lima) bulan
termasuk proses minutasi (SEMA No 2 Tahun 2014 tenlang Penyelasalan Perkara)
Datam hal perkara ielah diputus olen Pengadilan Tingkal Banding, safinan pulusan segera
dikirimkan kepada Pengadidan Tingkal Pertama untuk segera dibertahukan kepada para
pihak sejak putusan ditenma oleh Pengadilan pengaju dalam wakiu 14 (empatl belas) han,
Pelayanan Adminisiras! Kosasi
Penggugat stau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalu Panitera Muda
Perdata pada Meja Pertama di Pangadidan Negen dalam wakiu 14 (empat belas) han kalender
terhitung keesokan hannya sejak putusan diucapkan atau dibeniahukan pada pihak yang bdak
hiadar,
Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapal mengajukan kasasi dalam wakiu
14 (empat betas) har setelah penetapan dibertahukan kepadanya
Pemohon kasasi harus membayar panjar parmohonan kasasi yang dituangkan dalam SKUM
Pengaditan mencaiat dalam buku register dan membenkan Akta Pemyataan Kasasi kepada
pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah dibayar lunas.
Pemohon Kasasi wajlb menyampaikan memort kasas! selambatl-lambatnya dalam wakiu 14
{empat belas) han sesudah pemyataan kasasi ditenma pada Kepanileraan Pengadilan Negen
Fanitera wajib membperikan tanda terima alas penarmaan memor kasasi.
Pemohon Kasasi dapal melakukan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan kepada
Ketia Pengadilan Negen Banul yang dianda tangan oseh pemohon kasasi dengan
manyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditandalangani obeh Panitera
Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasas: dalam [angka waklu 5 (hma) bulan
termasuk proses minutasi (SEMA No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara).
Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, Pengadilan wajib menginmkan
salinan putusan kepada Pengadifan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak
dalam waktu 30 harl sejak putusan diterima oleh Pengaditan pengaju.
Felayanan Admwisiras Peninjauan Kemibal
Para pihak dapal mengajukan upaya hukum Peninjsuan Kemball terhadap putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang
Penggugal aisu tergugat dapal mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada
Parstera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadian Negen
Pemohon Peninjauan Kembal harus membayar biaya perkara yang dituangkan calam SKUM.
Pernyataan Peninjauan Kembali dapat ddenma bda parnjar dalam SKUM telah dibayar lunas
Pencabutan Parmohonan Peninjauan Kembal diajukan kepada Kelua Mahkamah Agung dan
gitandatangani oleh pamohon peninjauan kembal.
Pangadilan wajibh menginmkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal parkara telah
diputus oleh Mahkamah Agung kepada Pengadian Tingkat Pertama unuk diberitahukan
kepada ppra pehak dalam waktu 30 (bga puluh) han sejak putusan diterima oleh Pengadilan
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6. WWW

Masyarakat yang lelsh memiliki putusan Pengadilan yang berkelustan hukum tetap dapat
mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut

Pemaohon WManmimmﬁmmmmnam_
Fengadilan harus menetapkan biaya panjar eksehusi yang ditentukan dalam SKUM yang berisl
komponen biaya eksekusi, yailu aya materai penetapan Eksekusi, biaya pemberiiahuan
Aanmaningfteguran lertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (lerdin dar
biaya Pelaksanaan eksekusi/pengosongan, baya sida eksekusifangkat sita/CB), biaya
penyampaian Saiman Berila Acara Sita kepada para pihak dan desa'kelurahan, biava
pembertahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa
kendaraan

Pengadilan harus segera mengeluarkan penatapan eksekusi sejak permohonan diderima
Penstapan tersebut menvatakan bahwa permohonan eksekusi tersebut dapal dieksekusi
{execufable) atau bidak dapat dieksekus (non execulable).

Jika setelah ditempuh langkah-langkah sesua ketenfuan perundangan dan lermyata pihak yang
kalah tetap tidak mau melaksanakan pulusan Hakim, maka Ketua Pangaddan Megen Banbul
membual penetapan eksakusi

Pemohon eksakusi wajib membayar panjar terlabih dahulu agar sksekus: dapat dilaksanakan
Jika biaya tidak mencukupl maka Pamohon dapat diminiakan biaya tambahan pelaksanaan
eksekusi oleh Pengadilan dengan disertal tanda bukti pembayaran benkul nncian komponan

biaya
Selap perntah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baniul harus dalam

bentuk tertuls dan memperhatikan tenggang wakiu yang cukup sekurang kurangnya 3 (bga) hari
sabelum pelaksanaan eksekusi

a Pengadian menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di Pengadilan bagi
lerdakwakorbanisaksi-saksi jfka diperiukan sera jaminan keamanan yang memadai Jika hal
ini fidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengatur lempat lerpisah dieesuaikan dengan
kondisi i Pengadilan setempat

b Saks: atau korban dapal mengajukan permintaan kepada Majelis Halom untuk mendapatkan
pemeriksaan lerpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang bersangkutan merasa
lertekan atau lenntimedasi secara pekologis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan
permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis pemahon.

¢ Pengadilan wajib menyelesalkan perkara pidana dengan memperhatikan jangka wakiu
penahanan Terdakwa wapb dilepaskan dari tahanan jika jangka batas wakiu penahanan
terlampauwl. Secara khusus jangka wakiu penyelesaian perkara pada perkara pidana adaiah
sehagai berikut:

|, Perkara pidana umum harus diputus dan disslesaikan paling lama & bulan sajak perkara
didaftarkan oleh Jaksa Panuntut Umum dalam hal terdakwa tidak ditahan),
ii. Parkara pidana yang terdakwanya ditshan akan diputus dan diseiesaikan olah Pengadiian
palng lama 10 hari sebebum masa tahanan berakhir
W Jangka wakiu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesual ketentuan Lindang-
undang

d Pengadilan wajib menginmkan pulusan pada tngkal banding kepada Terdakwa/Muasa
Hukumnya paling lama 17 (lyuh belas) han sebelum masa tahanan berakhir.

g Pengadilan wajib manginimkan putusan pedana pada tingkal kasasi kepada Terdakwa/Kuasa
Hukumnya paling lama 7 (tujuh) har sebelum masa tahanan habis.

f Pengadilan wajib menyampalkan salnan putusan dalam jangka wakiu paling lambat 14
{empat belas) hari kerja sejsk putusan ducapkan kepada Kejaksaan, Lembaga
Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Megara, Penyidik dan TerdakwaPenasehat Hukumnya

g. Pengadilan wajib menyampaikan pefikan putusan pidana kepada Terdakwa dan JPL segera
setelah putusan diucapkan, Apabita pufusan diucapkan pada sofe han maka penyampaian
petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikuinya.

r & Mymsmwmmmwm

Dasar Hukum:
Undang-Undang No. 3 Tahun 1887 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun
2002 temang Pardindungan Anak

b Pengaditan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang Khusus unluk persidangan

Anak
& Hakim wajib untuk melindungl hak privasi anak dan menghindarkan anak dan tekanan
paikologis, makadengan menyelenggarakan sid ruangan fertutup.

d. Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan loga



& Hakim wajib memastikan adanya dampingan dan orang tua atau wali'orang tua asuh atau
penasihal hukum atau Bimbingan Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan
menjelaskan berbagai hal yang bermanfaat bagi kepenfingan anak di persidangan.

f. Dalam hal dipariukan penahanan maka Kepulusan manahan harus mempertimbangkan
dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan masysrakal. Tempat
penahanan bag anak dipisahkan dan orang dewasa.

3. Fﬂlﬂﬂlﬂ Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan
Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapal mengajukan permohonan penangguhan atau
mmmmnmmnmﬁmhﬂ.hm atau secara teriuls dengan surat
permohonan ditujukan kepada Majelis Hakim Surat permohonan tersabut harus menysbutkan
atasan dajukannya penangguhan penahanan

b, Terdakwa/Penasihat Hukum/Meluarga/Wali dapal memberikan |aminan penangguhan atau
pengaliban penahanan berupa @aminan uang dan alau jaminan orang

¢ Terdakwa/Tersangka/Penasihal Hukumnya harus menyebulkan besamya jaminan uang dalam
Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan Pengadilan wajib menyimpan uang
tersabut & Kepanitersan Pengadian WNegeri dan bukti selomya diberikan pada
terdakwaliersangka atau keluarga atau kuasa hukumnya

d Terdakwa/Tersangka/Penasinat Hukumnya wajib membuat pernyataan kepada Hakim bahwa
ia bersedia bertanggung jawab apabda terdakwa yang ditahan metarkcan din, Dalam penstapan
permyalaan penangguhan penahanan tersebut harus disebutkan identias secara jelas dan
besarnya uang yang harus ditanggung penjamin.

& Terdakwa/Tersangka/Penasihal Hukum hanya dapat mengambil jaminan cang kembab |k
teiah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap

4. Peglayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/Tilang

a. Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas ckeslenggarakan 1 (satu) hari datam 1 {satu)
menggu pada han tertentu. Dalam kondisi tertentu Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang
tilang behih dari 1 (satu) kal dalam 1 (satu) minggu

b Pengadian melaksanakan Sidang Tilang di Pengadilan pada waktu yang telah dientukan

c. Pelanggar dapat mendatangl Pengadilan pada wakiu yang ditenfukan tersebul dengan
membawa bukh pelanggaran

d. Pengadidan mengumumkan Informas: tentang jadwal sidang pelanggaran lalu bintas pada hari
itu yang dimuat pada papan pengumuman atau d depan ruang sidang.

¢ Apabia Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka yang barsangkulan dapat menunjuk
wakilkuasa untuk menghadiri sidang dan bersedia membayar sejumiah uang denda sesuai
dengan yang dyatuhkan oleh Hakim dalam persidangan

f Segera setelah Hakim memutus jumiah denda. Pelanggar dapal mengambsl barang bukli
kepada Jaksa

5. Pelayanan Pengajuan Upaya Hukum
a. PHIJ'E]."&I'I'-EI'T Adminisfras Perkara Banding Pidana
Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapal mengajukan Permohonan banding dalam waktu 7
(tujuh) han sesudah putusan dijatubkan, atau setelah putusan diberfahukan kepada
lerdakwa yang lidak hader dalam pengucapan putusan, Dalam hal jangka wakiu tersebut
ferlampaul maka permohonan banding tefsebul akan ditolak okeh Pengadidan dengan
mambual surat keterangan permaohonan banding.

-  Terhadap Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan wakiu yang diletapkan,
Panitera harus membuatkan akta pemystaan banding yang dtandatangani oleh Panitera
dan pemohon banding, serta diberitahukan kepada termohon banding
Sefiap penenmaan parmohonan banding yang diajukan dalam hal lerdakwa ada dalam
tahanan. Ketua Pengadilan Neger Lubislinggau harus melaporkan pada Pengadian Tinggi
tentang permohonan tersebut paling lambat 2 hari
Sebelum berkas perkara dikinm ke Pengadilan Tinggl. peamohon dan termochon banding
wajib diber| kesempatan untuk mempelajan berkas perkara sefama 7 {tujuh) han.

Selama perkara banding belum diputus oleh Pengadilan Tinggl, permohonan banding dapat
dicabut sewakiu-wakiu, dan dalam hal sudah dicabut, pemohon tdak boleh mengajuican
permohonan banding lag, kecuali masih dafam tenggang wakiu masa pengajuan banding
Datam hal perkara telah dipulus oleh Pengadilan banding, salinan putusan dikinim kepada
Pengadilan Negeri untuk dibertahukan kepada lerdakwa dan Penuniut Umum, yang uniuk
itu Panitera membuat asta pemberitahuan putusan dalam waktu paling lama 2 (dua) han.

b Pelayanan Admiistrasl Perkars Kasas: Pidana
. Terdakwa/Penasihal Hukumnya dapal mengajukan Permohonan kasas: kepada Pansera
selambal-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) har sesudah putusan Pengaddan
diberitshukan kepada ferdakwa’Fenuntut Umum dan  selanjutnya  di n akia
permaohonan kasasi oleh Panitera.
Pammohonan kasasi yang melewati tenggang waktu tersebut. tidak dapat diterima
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- [Dalam tenggang wakiu 14 (empat belas) harl setelah parmohonan kasasi diajukan,
pemohon kasasi harus menyerahkan memon kasasi dan tambahan memon kasasi (e
ada) Lntuk itu petugas membuat Akia tanda terima memaritambahan memon

- Dalam hal pemohon kasasi adaiah terdakwa yang kurang memahami hukum, Pelaksana
Layanan Pengadilan {Panitera) wajib menanyakan alasan ia mengajukan permohonan
tersebut dan untuk tu Panitera mencatal alasan permohonan kasas

- Panitera membertahukan tembusan memor kasasi kepada pihak termohon dan untuk ity
petugas mamblal tanda lenma.

-  Temmohon Kasasi dapal mengajukan kontra memori kasasi. Dalam hal Termohon Kasasi
mengajukan konitra memon kasasi untuk itu Panitera memberikan Surat Tanda Terima

- Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat
dicabist obeh pemohon. Oalam hal pencabutan dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus
mendapal persetujuan terlebih dahulu dar lerdakwa, Atas pencabutan tersebut. Panilera
membual akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, pshak yang mencabut
dan diketahu oleh Ketua Pengadilan Negen Bantul Setanjuinya akia tersebuf dikifim ke
Mahkamah Agung.

- Dalam hal parkara telah diputus, Mahkamah Agung wajib mengirimkan salnan putwsan
kepada Pengadidan Neger: unluk dibertabukan kepada lerdakwa dan Penuntut Uimum,
paling lambatl dalam wakiu 2 (dua) har untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan

~undangan harus selesal dalam waktu 30 (tiga puluh) han dan 2 (dua) bulan uniuk

peruncang
perkara yang lidak bersifal promtas

c. Polayanan Administrasi Peninjavan Kembali Pidana

- Permohonan Peninjauan Kemball dar terpidana atau ahli wansnya ditenima oleh panitera
Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pemyataan Peninjauan Kemball serta dicatat dalam Buku
Caiam hal lerpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang mamahami hukum,
Panitara wajib mananyakan dan mencatat alasan-alasan datam Akla Pernyataan Peninjauan
Kembal sera dicatat dalam Buku Register

- Dalam tenggang wakiu 2 (hari) kerja setelah permohonan PK, Kelua Pengadilan Negeri
wajlb menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa parkara semula, untuk memeriksa dan
membenkan pendapat apakah alasan permohonan Peninjauan Kembali telah sesua dengan
ketentuan Lindangundang

- Dalam tenggang wakiu 14 (empal belas) han kerja Majelis Halim pada Pengadilan Negeri
memenksa apakah permohonan PK telah memanuhi persyaratan, Dalam pemeriksaan
tersabut. terpidana atau ahli wansnya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa
yang dalam hal im bukan dalam kapasitasnya sebagal Penuntul Umum dan dapa
menyarmpakan pendapatnya,

6. Pelayanan Adrinistrasi Grasi

b

c

Terpidanalpenasihat  hukumnya dapat mengayukan permohonan grasi terhadap putusan
Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Presiden secara terfuls,
Dalam hal pidana yang diyatuhkan adalah pedana mati permohonan Grasi: dapat diajukan tanpa
persetyuan terpidana

Putusan pamidanaan yang dapal dmohonkan grasi adalah’ Pidana Mati, Pidana seumur hidup
dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.

Permohonan Grasi idak dibatasi oleh tenggang wakiu,

Permohonan Grasi diajukan kepada Presiden madalui Kelua Pengadian Negen Baniul yang
memutus perkara pada fingkal pertama dan atau terakhir untuk diteruskan kepada Mahkamah

Agung
Panitera wajib membuai Akla Peperimaan saiinan Permohonan Grasi, selanjuinys berkas

perkara beserta permohonan Grasi dikrim ke Mahkamah Agung. Apabila Permohonan Grasi
tidak memenuhi persyaratan, Panitera membual Akta Penolakan permohonan Grasi
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